LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B TAHUN 1987 NOMOR 1

T TN T N T RO T et - T e T AT s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 1986
TENTANG:

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Uang Leges

Mengingat

tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Daerah Pro-
pinst Jawa Tengah tanggal 25 Pebruari 1953 (Tambahan Seri C No -
mor 2} yang telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat Il Banyumas Nomor 9 Tahun 1977, disahkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkatl Jawa -
Tengah tanggal 26 Oktober 1978 Nomor: Hk. 339/ 1978, dwuidang-
kan pada tanggal 8 Nopember 1978 dimuar dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerak Tingkat I1 Banyumas Seri C Nomor 6 sudah ti-
dak sesuai lagi ;

b. bahwa dengan demikian Peraturan Daerah tersebut perlu diganti de-

ngan Peraturan Daerah yang baru.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Feme-

rintahan di Daerah.

. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-

rah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propmnsi Jawa Tengah.

. Undang-undang Nomor 12/drt. 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah T ingkat 1I



Banyumas.
MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGXAT II

Menetapkan
BANYUMAS T1ENTANG UANG LEGES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Bupati Kepala Daerah izlih Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Banyumas;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat 1l Banyumus;
Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas;

Dinas Pendapatan Duoerah ialah Dirias Pendapatan Dacrah Kabupaten Daerak -

Tingkat Il Banyumas ;

Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat 1l Banyumas ;
ang dipungut sebagai bea administrasi berhu-

f. Uang Leges ialah szjumlah uang y
dan atau yang bersifat legalisasi.

bung dengan adanya pelayanan administrasi
BAB II

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 2

Setiap orang dan atau badan yang memerlukan naskah - naskah Dinas, Surat surnth
{a"g memeriukan legalisasi dan atau surat- surat keterangan yang dikeluarkan Ole
nstansi dualam i : : .

tansi dalum lingkungan Pemerintah Daerah  1ipua:ut Uang Leges.

.
"""



BAB III
PENGENAAN DAN TARIP UANG LEGES

Pasal 3

Besarnya uang leges untuk pemberian salinan / kutipan ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Tzin Gangguan (HO

L ;» Kutipan atau salinan sebesar Rp 1. 000, CO ;
2. Surat Tzin Prinsip e a 8. ®» E. . . Rp 1. 500, CO ;
3. Suvrat lzin Pemakaian Benda- benda Milik Daerah . @ Rp 1. CO00, 00 ;
4. Surat lzin Pembangunan dan Pembongkaran . . . . Rp 1. 500, O ;
5. Surat lzin Lokasi dari suatu areal untuk pembangunan Rp 2. 200, 60 ;
6. Surat Izin Penelitian / Researh bagi Mahasiswa . . . Rp 1. 500. 00 ;
7. Surat Izin Penclitian/ Researh bagi Dosen . . . . Rp 1. 500, 00 ;
8. Surat lzin lainnya yang tidak termasuk angka 1 s.d 7 Rp 1.000, 00 ;
9. Formulir Surat surat permohonan yang disediakan -

Pemerintabh Duaerah Rp 500, 00 ;

b. Untvk yang berhubungan dengan Pekerjaan / Proyek Pemerintah Daerah :

I. Permohonan Kwalifikasi

Rp 1. 00O, CO ;
2. Pendaftaran Lelang . . . . . . . ., . . . . Rp 2. C00, 00 ;
3. Surat Perintah Kerja S R 1 Rp 2. 000, 00 ;
4. Bestek dan Gambar . . . . . . . . . . . . Rp 2. 000, 00 ;
5. Kontrak atau Perjanjian Kerja . . . . . . . . Rp 2. CCO, 00 ;

¢. Untuk yang berhubungan dengan Catatan Sipil ;
I.  Akte Perkawinan untuk golongan baungsa :
a). Eropa dan Timur Asing . . . . . . . . . Rp 2. 500, CO ;
b), Campuran T ¢ W% @ 8§ Rp 2. 000, 00 ;
¢ Indonesia Nasrani . . . . . . . . . . . Rp 1. 500, 00 ;
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Alte Perceraian untuk golongan bangsa :

a). Eropa dan Timur Asing . . . . . . . . . Rp 5.500,(;0;

b)), Campuran

¢). Indonesia Nasrani . . .

3. Akte Kelahiran :

a. Untuk anak pertama sampai anak ketiga :

1). Warga Negara Asing

. e Rp 4.000,00;
Rp 3. 000,00;

L 6. 9 ., 48 Rp 1. 000, 00 ;
2). Pegawai Negeri Sipil dan ABRI . . . . Rp  £00, 00 ;
3). Warga Negara Indonesia lainnya . Rp 250,00 ;

Untuk anak keempat dan seterusnya disamping dipungut biaya sebagaima

na dis: aksud- angka 3 huruf a) pasal inj, masing - masing ditambah :

. Wnrg‘a Negara Asing . . . . . . . . . Rp 2. 5C0, GO ;
2). Pegawui Negeri Sipil / ABRI s Lol wae Rp 1. 000.00 ;
3). Warga Negara Indonesia lainnya I 13 PR Rp 750,00 ;
4). Akte Kcelakiran yang berdasarkan -
Keputusan Pengadilan Negeri . . , . . . Rp 1. 000, 00 ;
¢. Pengakuan Anak diluar kawin :
I). Untuk Warga Negara Indonesia . . . . . Rp 500, 00 ;
2). Untuk Warga Negara Asing ., . . . . . Rp 1. 000, 00 ;
4. Alkte Pendafraran Kewalian :
a). Untuk Warga Negara Indonesia . . . . . . Rp 500,00 ;
b). Untuk Warga Negara Asing .. 5h i 4 Rp 2. 000, CO ;

Surat - surat yang berhubungan dengan pe'ayanan Catatan Sipil :

a). Surat Keterangan Kelengkapan Surat Nikah untuk
WNI yang akan ke luar Negeii o o v0 0 0 L, Rp

b). Surat chal Labir 5 ¥

1. 000, 00
500, 00 5




¢). Surat Kepal Mati , . , . ' - Rp 500,00
d). Surat Izin Perkawinan Rp 2<0' 00 '
e). Surat Pernyataan Calon suami- isteri yang akan '
melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Rp 1. 0CO, 00 ;
fj. Surat Pengantar Sidang

Rp 250,00 ;
g. Legalisasi :

1). Akte Kelshiran R T T Rp 100,00 ;

2). Surat Kenal Lahir . . . . . . . . . . Rp 100, 00 ;

3). Surat Kenal Mati . . . . . . . . . . Rp 50, 00 ;

4). Lain lain Surat: — Umum . . . .  Rp 50, 00 ;

— Pelajar . . . . Rp 100, 00 ;

6. Surat- surat keterangan :

Untuk Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan :

Y

a). Tiap jenis dan sebanyak lembar yang diperlukan
dipungut Rp 100, 00 ;
b). Apabila Desa/ Kclurahan tidak memungut uang leges
atau surat keterangan sebagaimana dimaksud angka 6
huruf a) pasal ini, maka pada waktu minta legalisasi
penguat di kantor Kecamatan dipungut . . . . Rp 100.00 ;

Pasal 4

(1) Besarnya uang leges yang berupa pemberian naskah - naskah dinas ditetapkan
sebagai berikut :

salinan dan atau foto copy surat keputusan . . . Rp 250, 00 ;
b. langganan ikhtisar sidang terbuka Dewan Ferwakilan

Rakyat Daerah A T LI Rp 5. 000, 00 ;
c. satu buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

beserta penjabarannya oy mi et ts DBy o iie o e Rp 5.000, 00 ;

d. satu buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan .
Belanja Daerah beserta penjabarannya . . . o - Rp 5. 000, 00 ;
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a <ty buku Perhituagan Anpgnrnn Pendapatan dan i
Belanja Dacruh beserta penjabatannya . . . . p 5'000"”:

f. re.cabutan Kobir Pajk atau Surat Fiskal . . . Rp 1,000'00

g. surat.surat perjanj'an antara Pemerintah Daerah .

dengan pihak kedua/ketiga . . . o e e e e p "OOOJW;
h. pemberian salinan dan atau fcto copy surat - surat »

tercetak atan dikeiik setiap folio  , « « « « Rp 100,00;
Besarnya Uang leges : '
a. Pendafiaran Haji . . . « « « « « « + « Rp 500, 09 ,
b. Surat Keterangan Penduduk . . . . . . . . Rp 100, 09 .
¢. Kartu Tanda Pesduduk . . . . . . . . . Rp 50,00 ;
d Kartu Keluarga e e e e e e e e Rp 100, 00 -

¢. Resep dokter pada unit pelayanan kesehatan
Pemerintah Daerah yang penukaran obatnya pada
instalasi Farma i Dinas Kesehatan Kabupaten,
Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rp 50,00 ;

BAB 1V

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 5

(1) Kepala Daerah da~at mengurangi dan atay membebaskan pengenaan uang leges

(2)

apabila ada permohonan tertuljs dari ;

a. Instansi Pemerintah yang bersangkutan :

L

b. Badan - badan Sosial, Pendidikan dan Ibadah.
Dibebaskan dary pungutan uang leges ;

a. Sura.t Keputusan dan atau surat penet
hentian karyawan / pejabat ;

b. meminjamkan surat - syr
Instansi Pemeripy

apan tent.ng peng: ngkatan / pember ©

! at dan atau memberikan bantuan tenaga kepads
ah atg ‘ ; R cum »
I atau orang yang mempunyai kekuasaan karena hukum !

€. meminjamkan gy, '
é memberikan bantuan te q - anggot
. { naga kepada anggota
Dewan Perwpl ilan Rakyat, Daerg, ga Kkepada angg
’
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d. meminjamkan atau memberikan surat surat atau bahan kahan dan bantuan
tenaga kepada orang- orang bukan Pegawai Daerah yang kepadanya diberi
tugas untuk menyelenggarakan sesuatu pekerjaan,

(3) Ditingkut Desa/ Kelurakan dibebaskan uang leges atas pemberian surat-surat
keterangan untuk :

a. mencari pekerjaan ;
b. mengadakan pertemuan ;
¢. pensiunan ;

. boro atau bekerja ;

d
e. meninjau keluarga bagi WNI dalam tahanan ;
f. laporan kehilangan ;

g

. kurang mampu atau tidak mampu ;
BAB V

TATA ADMINISTRASI
Pasal €

(1) Uang leges dibayar secara tunai.
Tanda pembayaran lunas sebagai bukti telah dibayarnya uang leges sebagaimana

(2
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berbentuk meterai leges yang wajib ditem -
pelkan / dibubuhkan pada surat / surat atau naskah - naskah sebagaimana dimak
sud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk hal-hal tertentu dapat diberikan kwitansi atau tanda sebagai bukti pem-

bayaran uang leges.

(4) Bentuk, warna, ukuran dan harga satuan
ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

meterai leges sebagaimana dimaksud

Fasal 7

Pemungutan uang leges hanya dilakukan sekali untuk setiap kejadian pengelu -
aran surat-surat atau bahan-bahan seperti dimaksud dalam pasal 3 dan 4

Peraturan Daerah ini.
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Pasal 8

a Daerah menetapkan pegawai-pegawai atau petugas yang dig,

Bunati Kepal g

‘ ] )
sebagai Bendaharawan pemungut uang icges.
Pegawai dan atau pctugas sebagaimana dimaksud dalan.] ayat (1) pasal g
da;am melaksanakan tugasnya wapb mengadakan koor linasi dengap Dinzg e

dapatan Daerah.
Pecawai dan atau petugas - petugas sebaga'mana dimaksud dalam aygt (1) pagg

ini wajib menyzlenggarakan administrast pungutan secara tertib dan melakukg,
penyetoran ke Kas Dacrah sesuai dengan keteatuan peraturan yang erlaky,

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 9
Peigawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;

b. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksa-
nakan oleh petugas pesyidik umum / kepolisian dan regawai pegawai Daersh
yang ditunjuk m:nurut Ketencuan peraturan perunjang undangan yang berlaku
dibidang penyidikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 10

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersit
pelaksanaan akan diatur kemudian denzan Keputusan Kcpala Daerah.

Dengan berlukunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupate?
Banyumas tencang Pemungutan vang leges tanggal 21 Oktoher 1952 diundu"l""ﬂ;l
dil‘fim Lembiran Propinsi Juwa Tengah tanggal 25 Pebruari 1953 ( Tambi?®
S¢ri C Nomor 2) dengan segala perubuhannya, dinyatakan tidak berlakd b
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(3) Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

o Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inl psnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 11

Banyuraas.
Purwokerto, 13 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPAT! KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK Il BANYUMAS TINGKAT I} BANYUMAS
KETUA,

ROEDIJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11 April 1987 Nomor : 188.3 / 87 / 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah,
ttd.

Drs. SOENARTEDIO
NIP., 016021 090

Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabu -
paten Daerah Tingkat 11 Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1I
BANYUMAS

Sckretaris Wilayah [/ Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO.

e+ ————

NIP. 010.026. 588
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN D

PENJELASAN

AERAH TINGKAT 11 BANYUMAS
NOMOR : 10 TAHUN 1986

TENTANG
UANG LEGES

UMUM

Guna melaksanakan suatu mekanisme pemerintahan yang baik teratur dan tertib
serta memenuhi syarat pelayanan dan pengaturan masyarakat, diperiukan ada -
nya tertib administrasi pemeiintah, terutama bazgi Kelurahan, Desa dan Kecama-
tan sebagai tingkat yang terbawah dari strukiur pemerintahan yang langsung
berhubungan dengan masyarakat,

Salah satu cara yang akan ditempuh untuk mencapai ketertiban secara e’i-
sien dan efektip perlu menyeragamkan cara- cara peny:lenggaraan administrasi
di lingkungan Pemerintah Daerah.

Disamping itu sesiaai dengan ketentuan ketentuan Undang undang Nemor
12/ Drt. 1957 tenteng Peraturan Umum tentang Retiibusi Daerah, maka terha -
dap masyarakat dapat dibcbani pungutan biaya aiministrasi.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tencang Uang Leges
tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jauwa Tengah
tanggal 25 Pebruari 1953 ( Tambahan Seri C Nomor 2) yang telah diubah ke-
tiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas
Nomor 9 Tahun 1977, disuhkao dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor Hk 339/197%, tanggul 28 Oktober 1978, di-
undangkan pada tanggal 8 Nopember 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah
Kabupaien Daerah Tingkat 11 Banyumas Seri C Nomor 6, ternyata sudah tidak
sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negsri Nomor 14 Tahun 1974 ten-
tang Ber?tuk i;eraturan Daerah. serta belum menampung segalz.a permasgla.hant
permasalaban yang ada kait hubungannya dengan pungutan biaya administrasi
pemerintah sesuaj peraturan perundang - undangan yang berlaku. Begn_u p.ula
belum memuat pengurangan dan pembebasan pembayaran uang leges bagi setiap
orang dan atau badan yang memerlukannya. _ .

Untuk itu periu diadakan Peraturan Daerah yane baru sebagai pengganti
Peraturan Dacrab yang lama, sehingga dapat menampung permasialahan-perma-

salahan dimaksud.

-
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II. PASAL DEM] PASAL

Pasal | : Cukup jelas.
Pasal 2 ¢ Cukup jelas.
Pasal 3 a b : Cukup jelas.
C : Yang dimaksud dengan golongan bangsa Eropa dzq

Timur Asing ialah -

- Erqpa ialah. Belanda Aseli (Stbl. 1920) Amerika, Por
tugis, Inggris Non Stbl.

- Timur Asing : Cina (1927), Arab, Jepang, Pakistan,
India (Non Stbl).
Yang dimaksud dengan perkawinan Campuran ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tun-
duk pada hukum yang berlainan. karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah sata pihak berkewargane-
garaan Indonesia (UU. No. 1/1974) Ps. 57.

Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 :  Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 ¢ Cukup jelas.
Pasal 8 :  Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 ¢ Cukup jelas.




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 /87 | 1987

TENTANG:

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 19:6 TENTANG UANG LEGES

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

gkat Il Baryumas tanggal 25 Desem

. a. Surat Bupati Kepala Daerah Tin
hal permohonan pengesahan Fera-

ber 1986 Nomor 188.3 / 2900 peri
turan Daerah ;

Membaca

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Banyumas Nomor-

10 Tahun 1986 tentang Uang lLeges.

k keberatan untuk mengesahkan Peraluran Dacrah yang di-

Menimbang : bahwa tida
maksud.

. 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5
undang Nomor 5 Tahun 1974;

7. Undang- undang Nomor 10 Tahun 1
3. Pasal 9 ayat (2) Undang - undang Nomo

Mengingat ) serta pasal 58 ayat (2) dan (3), Undang-

950 ;
r 12/Drt Tahun 1957.

MEMUTUSKAN

Tingkat 1T Baryu -

n Kabupaten Dacrah
dengan perubahan

Daera
g Leges,

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan
986 tentang Uan

mas Nomor 10 Tahun 1
sebagaimana terlampir.



Semarang

Ditetapkan di
11 April 1987

Pada tanpgal

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.
2

S Vv oA w

.oeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu)

Manteri Dalam Negeri di Jakarta;
‘:'ZD

Dirj2za PUOD pada Departemen Dalam N
lembar Peraturan Daerah ;
Bupati Kepala Daarah Tingkat 1I Banyumas di Purwokerto ;

yumas di Purwokerto ;

Ketua D?RD Kabupaten Daerah Tingkat 11 Ban
kerto ;

i c i Y
Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwo
erah Tingkat I Jawa Tengah.

Kepala Biro Hukum pada Sakrstariat Wilayah / Da
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Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daera,
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 11 April 1987
Nomor : 188.3- 87/ 1987

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I]
BANYU¥AS NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG UANG LEGES

Pada dasar hukum ”Mengingat”, angka 4 dihapus.
2 Pada pasal 1 hurufa, dimuka perkataan “kepala” ditambahkan perkataan ”Bupati”

Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya uang leges untuk pemberian salinan / kutipan ditetapkan sebagai berikut:
Rp 1. 000, 00 :

Rp 1. 500, GO ;
Rp 1. 000, 00 ;
Rp 1. 500, GO ;

a. Surat 1zin Gangguan (HO), kutipan atau salinan sebesar

1.
2. Surat Izin Prinsip -

3. Surat }zin Pemskaian Benda benda Milik Daerah
4. Surat Izin Pembangunan dan Pembongkaran

5. Surat Izin Lokasi dari suatu areal untuk

Pembangunan . . . .+ « «
Surat Izin Penelitian / Research bagi Mahasiswa

Rp 2. 500, 00 ;
Rp 1. 500, 00 ;
Rp 1. 500, 00 ;
Rp 1. 000, 00;

Surat lzin Penelitian/ Research bagi Dosen

6.

i

8. Surat Izin lainnya yang tidak termasuk huruf as.d g
9.

Formulir surat-surat permohonan yang disediakan

Pemerintah Daerah . . .« « « « « o« Rp 500,00;

Untuk yang berhubungan dengan Pekerjaan / Proyek Pemerintah Daerah:
Rp 1. 000, 00;

Rp 2. 000, 00;
Rp 2. 000, 00;
Rp 2. 000, 00;
Rp 2.000,00;

1. Permohonan kwalifikasi .« m s

2. Pendaftaran Lelang . . . + « «
3, Surat Perintah Kerja . . . . « » « =
4. Bestek dan Gambar . . + ¢ o ¢ o o
5

Kontrak atau Perjanjian Kerja . , .
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o, Untuk yang Berhubungan dengan Catatan Sipil
. i
1. Akte perkawinan untuk golongan o p

a). Eropa dan Timur Asing .

angsa .

e e e, Rp 2. 500, CO;
» & 4§ . Rp 2. 000, 00;
Rp 1.500,00;

b). Campuran

c). Indonesia Nasrani

2. Akte Perceraian untuk golohgan bangsa :

a). Eropa dan Timur Asing . . . Rp 5. 000. 00
b). Campuran e al KD wy e Ri 4. 000, 00j
c). Indonesia Nasrani . ., ., , , . Rp 3. COO’ 00:

3. Akte kelahiran ;

a). Untuk anak pertama sampai anak ketiga :

1). Warga Negara Asing . . . . « . . Rp 1. 000, G0 ;
2. Pegawai Negeri Sipil dan ABRT . . . . Rp 500, 00;
3). Warga Negara Indonesia lainnya . . . . Rp 250,00,

b. Untuk anak ke empat dan seterusnya disamping dipungut hiaya seba-
gaimana dimaksud angka 3 huruf a) pasal ini, masing masing ditambah
Rp 2. 500, 00 ;

Rp 1.000,00;
Rp 750,00

1). Warga Negara Asing .
2). Pegawai Negeri Sipil | ABRI
3). Warga Negara Indonesia lainnya

4). Akte Kelahiran yang berdasarkan Kepu -
Coe e e Rp 1. 000, 00;

tusan Pengadilan Negeri

¢. Pengakuan anak diluar kawin :

a Indonesia . Rp 500, 00;

1). Untuk Warga Negar
Rp 1. 000, 00;

2). Untuk Warga Negara Asing

4. Akte Pendaftaran Kewalian : oo
a). Untuk Warga Negard Indonesia + « - p p : ;00. 00.,
b). Untuk Warga Negara Asing . p 2. (00,



5. Surat-surat yang berhubungan dengan pelayanan Catatan Sipil 3

a). Surat Feterangan Kelengkapan Surat Nikah
untuk Wi yang akan keluar Negeri . . . Rp 1.000, 60,

Rp 500, 00;
Rp 500, C0;
Rp 250, (0;

b). Surat Kenai Lahir ., . . . . . . . .
c). Surat Kenal Mati e e e e e e e
d). Surat Izin Perkawinan . B 5w s & &

e). Surat Pernyataan Calon Suami Isteri yang
akan melungsungkan perkawinan di Kantor

Catatan Sipil T Rp 1. C00, 00 ;
f). Surat Pengantar Sidang . . . . . . . Rp  250,00;

Iy Akte kelahiran ., ., . . . . . . . Rp 100, 00 ;
2}. Surat Kenal Lakir . . . . . . . . Rp 100,00;
3). Surat Fenal Mati A Rp 50, 00 ;
4. Lain- lain Surat ¢ Umum . . . . . Rp 30, 00 ;

Peiajar . . . ., Rp 100, 00 ;

6. Surat- surat ketsrangan :
Untuk Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa / Kelurahan :

a. Tiap jenis dan sebanyak leatbar yang

diperlukan dipungut . . . . . . . . . Rp 1G0, 00 ;

b. Apabila Desa/Kelurahan tidak memungut uang-
leges atau surat keterangan sebagaimana dimaksud
angka 6 huruf a) pasal ini, maka pada waktu minta
legalisasi penguat dikantor Kecamatan dipungut Rp 1€0, 00;

4. Pada pasal 4 ayat () :
a. huruf a : perkataan “bersyarat ataupun tidak bersyarat”, dihapus.
b. huruf f : perkataan “cabutan” diubah dan dibaca “pencabutan”

C. huruf g : dibelukang perkatzun "pihak kedua” ditambahkan perkataan ”fke!iga



10.

11.

e

pada pasal 5 ayat (2) hurufa, dibelay

' ) an
perkataan “/ pemberhentian karyawan g perkataap *

) 2 ) / pejabaye,
asa ayat

pada P ' “By ( ) dan pasal 8 ayat (1), perkataan “Ker
dan dibaca “Bupati Kepala Daerap«, " “Rerala Dacrab® divbah

pengangkatan’ ditamtahkan

pada pasal 8 ayat (3) dimuka perkataan

raan “Pegawai dan atau‘, Petugas - petugas* ditamtahkan perka-

BAB VII pasal 10 mengenai Ketentyan Pelanggaran, dihapus
BAB VIII diubah menjadi BAR VIl kemudian pasal I1 diubah menjadi pasal 10

Perkataan “‘pasal 12* dihapus, selanjutnya ketentuan pasal 12 ayat (1} menjadi
pasal 10 ayat (1) dan ketentuan pasal 11 (lama) menjadi ayat (2) selanjutnya ke -
tentuan pasal 12 ayat(2) (lama) menjadi pasal 10 ayat (3) dan perkataan “‘menem-
patkannya diubak dan dibaca “penempatannya,

Pada penjelasan pasal demi pasal, perkataan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) diubah
dan dibaca “Pasal 3 a, b, dan c*.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah | Daerah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO



